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TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
. DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

| Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai
Negeri Sipil Dokter Umum Dan Dokter Gigi Di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3239);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masayarakt;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18
Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN
2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi
Moutong.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diterima di luar
pendapatan pokok.

Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan atau profesi yang memerlukan
keterampilan khusus dan langka.

Dokter Umum dan Dokter Gigi adalah PNS Dokter Umum dan Dokter Gigi
yang bekerja pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Kesehatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pada asas :

a. kepentingan umum;



b. efektivitas;
c. akuntabilitas; dan
d. profesionalisme.
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
a. meningkatkan pelayanan kesehatan, demi keselamatan dan
kelangsungan hidup orang dan masyarakat; dan
b. meningkatkan kesejahteraan bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi.

BAB III
BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3
1| Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi PNS
il Dokter Umum dan Dokter Gigi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta

|| rupiah) setiap bulan.

A

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 4 :

(1) PNS Dokter Umum dan Dokter Gigi yang memperoleh tambahan
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21 dan bersifat final yang dipungut dan disetor
oleh Bendahara Pengeluaran.

(2) PPh Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara/Daerah paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB V
MEKANISME DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 5
Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan bagi
PNS Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V1
SUMBER DANA

Pasal 6
Sumber dana untuk tambahan penghasilan bagi PNS Dokter Umum dan
Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melekat pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kesehatan Tahun Anggaran 2016.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Dokter Umum Dan Dokter Gigi
Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Puskesmas Di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8 .
, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
i Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong.

Ditetapkan di Parigi —
PARAF KOORDINAS! / pada tanggal 4 JAWUAR
SEKDA
ASISTEN( ) ﬁ‘ BUPATI PARIGI MOUTONG,

KABAG KUMDANG I ;
REPALA SKPD / INSTANSI W

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

~ Diundangkan di Parigi 4
. pada tanggal 4 Javvan 2°t6

.I SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIG] MOUTONG,

PONTOH

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR \2




